
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam
pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah
dan retribusi daerah, maka kepada para pihak yang terlibat
dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, periu diatur kembali besaran yang
akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi;

BUPATITELUKWONDAMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TATACARAPEMBERIANDANPEMBAGIANINSENTIFPEMUNGUTAN

PAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

TENTANG

PERATURANBUPATIKABUPATENTELUKWONDAMA
NOMORlA TAHUN2020

BUPATITELUKWONDAMA
PROVINSIPAPUABARAT

",.



Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomo 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaaan Pemerintahan
Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4737);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
WondamaTahun 2016 Nomor7);

8. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi dan

"



BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Daerah iniyang climaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten TelukWondama.
2. Bupati adalah Bupati TelukWondama.
3. WakilBupati adalah WakilBupati TelukWondama
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten TelukWondama
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Teluk Wondama dan perangkat

Kabupaten TelukWondama sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten TelukWondama.

6. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD
adalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten TelukWondama
yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGTATACARA PEMBERIANDAN
PEMBAGIANINSENTIFPEMUNGUTANPAJAKDAERAHDAN
RETRIBUSIDAERAH.

MEMUTUSKAN:

Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Teluk
Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2016 Nomor 30);



(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional

(2) SOPDPelaksana Pemungutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)adalah
SOPDyang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak
atau Retribusiberdasarkan surat keputusan Bupati.

(1) Insentif diberikan kepada SOPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan
Retribusi.

Pasal 3

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAKDANRETRIBUSI

BAB II

Pasal2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta.karakteristik
dan kondisiyang objektif.

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta. pengawasan
penyetorannya.

10. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya
disebut SOPDPemungut adalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah
yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah
atau Retribusi.

11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
pajak dan retribusi.

12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danIatau diberikan
oleh PemerintahDaerah untuk kepentingan orangpribadi atau Badan.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.

14. Jasa Umumadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta. dapat
dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.

15. WajibRetribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkanuntuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu.



a. sampai dengan bulan Januari : 8% (delapanpersen);

b. sampai dengan bulan Februari : 8% (delapanpersen);

c. sampai dengan bulan Maret : 8% (delapan persen);

d. sampai dengan bulan April : 8% (delapanpersen);

e. sampai dengan bulan Mei : 8% (delapanpersen);

f. sampai dengan bulan Juni : 8% (delapan persen);

g. sampai dengan bulan Juli : 8% (delapanpersen);

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap bulan pada awal bulan berikutnya berdasarkan capaian target
realisasi penerimaan pajak dan retribusi, dengan ketentuan
sebagai berikut :

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan :
a. kinerja SOPO;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawaiSOPO;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(1) SOPOPelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi
insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

Pasal 4

c. Pejabat dan pegawai SOPO pelaksana pemungut pajak dan retribusi
sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

d. pemungut pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kampung
dan distrik, kepala kampung atau sebutan lainnya dan
distrik, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana
pemungut pajak.

dibayarkan kepada :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;



(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

(I) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5%
(lima persen) dari penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi daerah.

Pasal6

BESARANINSENTIF

BABIV

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SUMBERINSENTIF

BABIII

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk bulan
sebelumnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu bulan tidak tercapai, insentif untuk bulan
tersebut dibayarkan pada awal bulan berikutnya yang telah mencapai
target kinerja bulan yang ditentukan.

h. sampai dengan bulan Agustus : 8% (delapan persen)

1. sampai dengan bulan September : 8% (delapan persen);

J. sampai dengan bulan Oktober : 8% (delapan persen);

k. sampai dengan bulan November : 10%(sepuluh persen)

1. sampai dengan bulan Desember : 10%(sepuluh persen)



:60%Pemungutan Pajak

7). Pejabat dan / atau Pegawai pada SOPD Pelaksana

2%6). Asisten III

2%5). Asisten II

2%4). Asisten I

4%3). Sekretaris Daerah

6%2). Wakil Bupati

: 10%1). Bupati

b. Insentifuntuk pemungutan Pajak Daerah :

: 14%Konsulidator

8). Pejabat dan / atau Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah

: 60%Pemungutan Retribusi

7). Pejabat dan / atau Pegawai pada SOPO Pelaksana

1). Bupati : 10%

2). Wakil Bupati 6%

3). Sekretaris Daerah 4%

4). Asisten I : 2%

5). Asisten II : 2%

6). Asisten III : 2%

a. Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah

(1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan prosentasi sebagai
berikut:

Pasal 7



Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal8

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan
ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

(2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3)huruf a dan huruf b paling dan huruf c paling tinggi 6 (enam)kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

4%9). KepalaKampung

10%8). KepalaDistrik

: 60%Pemungutan Pajak

7). Pejabat dan / atau Pegawaipada SOPDPelaksana

2%6).Asisten III

2%5).Asisten II

2%4). Asisten I

4%3). Sekretaris Daerah

6%2).WakilBupati

: 10%1).Bupati

c. Insentif pemungutan khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaaan dan Pertokoan (PBBP2)

8). Pejabat dan / atau Pegawai pada Badan Pendapatan Daearah
Pelaksana Pemungutan : 14 %



Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal12

Pemberian insentif pajak dan retribusi setiap satu bulan setelah dilakukan
rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak dan retribusi antara SOPDpelaksana
pemungut pajak dan retribusi dengan Badan Keuangan Daerah selaku
konsolidator pendapatan daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran
telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)dikelompokkanke dalam belanja tidak
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja
insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja Pajak
atau Retribusi.

(2) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran insentif
pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal6.

(1) Kepala SOPD Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan
Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.

Pasal9

BABV

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,

DANPERTANGGUNGJAWABAN

· .



BERlTADAERAHKABUPATENTELUKWONDAMATAHUN2020 NOMORlA

SEKRETARIS DAERAH KAB. TELUK WONDAMA,

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal6 Januari 2020

BUPATI TELUK WONDAMA,

'~'\ ',-J'
~ -r __./

~

PARAF H1RARKI I
Sekretaris Daerah

l~
Asisten Bid. Pemerintahan dan

~Kesejahteraan Rakyat
KabagHukum ,~

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 6 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal13

KETENTUANPENUTUP

BABVI


